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KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 14 TAHUN 2OO5

TENTANG

PEIAKSANAAil PERATURAN DAERAH TETITANG R.ETR,XBUSX
USAHA PERIKANA]I

Menimbang : a.

BUPATI CIANJUR I

bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten CianJur
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retrlbusi Usaha Perikanan,
telah dlatur berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 29 Tahun
2000 tanggal 30 Desember 2000;

bahwa dengan dlubahnya Peraturan Daerah'Nomor 18 Tahun
2000 tentang Retribusi Usaha Perikanan, dengan Peraturan
Daerah Nomor 17 Tahun 2005, pelaksanaan retrlbusl usaha
perikanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
ditlnjau kemball dan disempurnakan;

bahwa atas dasar pertimbangan tersebut dalam huruf a dan
b, perlu menetapkan kemball Keputusan Bupati tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Retrlbusl Usaha
Perikanan.

Undang-undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang
Pemerlntahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa
Barat (Berlta Negara Tahun 1950 Nomor 43);

Undang-undang Nomor 18 Tahun t9t97 tentang PaJak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaian Negara Tahun L997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3585) Jo.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun L997 tentang PaJak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perlkanan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan
Lembaga Negara Nomor 4433);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemerlntah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Proplnsi Sebagal
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
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6. Peraturan Pemerlntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
11e);

7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2OO0 Jo. Nomor 17
Tahun 2005 tentang Retrlbusl Usaha Perlkanan.

IIEINUTUSI(AII r

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEI-AKSANAAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan lnl, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten ClanJur.

2. Pemerlntah Daerah adalah Pemerlntah Daerah
Kabupaten ClanJur.

3. Bupatl adalah Bupatl ClanJur.

4. Dlnas Pendapatan Daerah adalah Dlnas Pendapatan
Daerah Kabupaten ClanJur.

5. Dlnas adalah Dlnas Perlkanan dan Peternakan Kabupaten
ClanJur.

5. Kepala Dlnas adalah Kepala Dlnas Perlkanan dan
Peternakan Kabupaten CianJur.

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten OanJur.

8. Usaha perlkanan adalah semua usaha perorangan atau
Badan Hukum untuk menangkap atau membudldayakan
lkan termasuk keglatan menylmpan, mendlnglnkan atau
mengawetkan ikan untuk tuJuan komerslal.

9. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal
yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha
mdiputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komandlter,
Badan Usaha Milik Nerara atau Daerah, Firma, Koperasl,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk
Usaha Tetap dan bentuk badan lalnnya dengan nama dan
bentuk apapun.

10. Usaha perikanan adalah s€mua usaha perorangan atau
badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan
lkan termasuk keglatan menylmpan, mendlnginkan, atau
mengawetkan lkan untuk tujuan komersial.

11. IJln Usaha Perlkanan selanJutnya dlsebut IUP adalah fln
tertulls yang harus dimillki perusahaan perlkanan untuk
melakukan usaha perlkanan dengan rnenggunakan
sarana produksi yang tercantum dalam iJln tersebut.
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12. Surat Penangkapan lkan selanJutnya dlsebut SPI adalah
surat yang harus dlmilikl setiap kapal perlkanan untuk
melakukan keglatan penangkapan lkan dl wllayah
perairan Kabupaten ClanJur dan merupakan baglan yang
tidak terplsahkan dari IUP.

13. Surat Pembudldayaan lkan selanJutnya dlsebut SPBI
adalah surat yang harus dlmlliki setlap perusahaan yang
melakukan keglatan pembudldayaan dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.

14. Surat Pengolahan Hasll selanJutnya dlsebut SPH adatah
surat keterangan untuk melakukan usaha pengolahan
yang telah mernenuhl persyaratan yang telah dltentukan.

15. Retrlbusl adalah pungutan daerah sebagal pembayaran
atas Jasa atau pemberian Uln tertentu yang khusus
disedlakan dan atau diberlkan oleh Pernerlntah Daerah
untuk kepentingan orang prlbadl atau badan hukum.

MB II
TATA CARA PERMOHONAN IJIN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 2

(1) Setlap orang atau badan yang lngln memperoleh IUP, SPI,
SPBI, dan SPH harus mengaJukan permohonan kepada
dinas, dengan melamplrkan :

a. Untuk IUP :

1. Rencana usaha;

2. Photo copy Kartu ldentltas;

3. Photo copy NPWP;

4. Akta pendirlan perusahaan untuk badan usaha;

5. dokumen teknls kapal perlkanan untuk usaha
penangkapan lkan;

6. Surat perrryataan kesanggupan untuk mernatuhl
semua ketentuan, yang dltetapkan;

7. Rekomendasl darl Instan$ yang berwenang pengdola
perairan umum.

b. Untuk SPBI dan SPI :

1. Photo copy IUP

2. Photo
SPI;

3. Photo
untuk

copy dokumen teknis kapal pefikanan untuk

copy fiin lokasl dari Instansl yang berwenang
usaha SPBI dikeramba Jaring terapung.
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c. Untuk SPH :

1. Photo copy IUP;

2. Daftar fasllltas pengolahan lkan yang dlgunakan;

3. Photo copl $n usaha pengolahan darl Instansl yang
berwenang;

4. Photo copy surat keterangan mutu darl Laboratorlum
Pemblnaan dan PenguJian Mutu ha$l perlkanan.

(2') Pemberlan Uln IUP, SPBI, SPI, dan SPH sebagalmana
dlmakzud dalam ayat (1), dapat dltunda apablla tldak
memenuhl persyamtan dan dlberlkan tenggang waktu
selama 3 (tiga) bulan.

(3) Pemberlan Uln dapat ditolak apablla sampai batas waktu
pen u ndaa n, pemohon tidak meleng kapi persyarata n.
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Baglan Kedua

Pencabutan

Pasal 3

(1) Pencabutan IUP, SPBI, SPI, dan SPH sebagalmana
pada Pasal 2, diberitahukan secaria tertulls kepada
dengan dlsertai alasan pencabutan.

(2) Pencabutan Uln dltetapkan setelah pemohon
kesempatan untuk mengemukakan keberatan.

dlrnaksud
pemohon

diberikan

BAB III
PENGU]IAN

Pasal 4

(1) Pembinaan dan penguJlan mutu hasll perlkanan merupakan
tanggung jawab dlnas yang dllaksanakan oleh laboratorlum,
dengan dlbantu oleh petugas blna mutu yang dltunJuk
dalam penguJian organoleptik berdasarkan reglstrasl dari
lnstansi berwenang, dalam pengarirbllan contoh produk
akhir perikanan yang akan dl eksport.

(2) Laboratorlum penguJian mutu hasll perlkanan sebagalmana
dimaksud pada ayat (1), adalah mlllk Propinsl Jawa Barat
di Cirebon.

(3) Dinas menglventarislr setnua unlt pengolahanlpengawetan
dan pelaku tata nlaga hasll perlkanan.

(4) PenguJlan hasll perlkanan secara organoleptlk dllakukan
terhadap setlap contoh akhlr hasil perikanan, termasuk
yang berasal darl luar lawa Barat dltempat pelelangan,
bakuUtempat pengumpul/ penylmpan/unit
pengolahanlpengawetan, groslr, pedagang besar dan pos-
pos pemeriksaan yang diadakan sesual dengan ketentuan
yang berlaku.
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(5) Pengambllan contoh produk akhtr hasll perlkanan
dllaksanakan secara rendam/sampllng dengan ketentuan :

a. Sampal dengan 5O kglhari sebanyak satu contoh;
b. 50 sampai dengan 150 kg/hari sebanyak dua contoh;
c. 150 sampal dengan 300 kglhari sebanyak tlga contoh;
d. 300 sampai dengan 500 kglharl sebanyak enrpat contoh;
e. 500 sampai dengan 750 kg/harl sebanyak llma contoh.

(6) Apablla dlpandang perlu, petugas blna mutu dapat
menglrlmkan contoh akhlr hasll perlkanan ke laboratorlum,
untuk dluJl secara laboratorls.

(7) Produk akhlr hasll polkanan yang telah dluJl mutunya,
dapat dllakukan penguJian ulang apablla sampal dengan
batas toleransi waktu yang telah dltentukan madh belum
dikonsumsl.

(8) Produk akhlr hasil perlkanan yang akan dlpasarkan dt pasar
domestlk dan yang akan dlekspor, serta telah mernenuhi
standar berdasarkan penguJlan laboratorls dlberlkan surat
keterangan dengan m€nggunakan formullr f.l dan f.2 serta
dlberlkan sertlflkat mutu untuk ekspor.

(9) Untuk produk akhlr hasll perlkanan yang akan dlekspor dan
tidak memenuhl standar mutu, harus dllakukan penguJlan
ulang, selanJutnya laboratorlum mernbuat laporan hasll
anallsanya dengan menggunakan formullr f.3.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Setlap orang atau badan yang melakukan usaha keglatan
IUP, SPBI/SPI, SPH, produksl lkan hasll penangkapin,
penguJlan mutu, dan pakan lkan pabllkasl, dlwaJlbkan
membayar retrlbusl sesual dengan Peraturan Daerah Nomor
18 Tahun 20OO jo. Nomor 17 Tahun 2005.

(2) Retrlbusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dlpungut
oleh petugas yang dltunJuk 6rcfr ilniC. iengln
menggunakan Surat Ketetapan Retrlbu$ Daerah (SKRD).

(3) Hasil pungutan retrlbusl sebagalmana dlmaksud dalam ayat
(Z), dlsetorkan kepada Pembantu Pemegang Kas (Kasir
Penerlma) pada Dlnas, untuk sdanJutnya disetorkan kepada
Kas Daerah.

BAB V

PEMBAGIAN

Pasal 6

Hasil pungutan retrlbusl sebagalmana dlmaksud pada Pasal 5,
pembaglannya dltetapkan sebagal berlkut :

a. Untuk Usaha Petlkanan :

1. 80% (delapan puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah;
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2. ilOoh (dua puluh persen) untuk dlnas, yaltu untuk btaya
operaslonal L1olo (lima belas parsen) dan unhrk
pemblnaan serta p€ngawasan 596 (llma persen).

b. Untuk PenguJlan Mutu :

1. 609o (enam puluh persen) dlsetorkan ke Kas Daerah;

2. 4Aoh (empat puluh persen) untuk dlnas, yaltu untuk blaya
operaslonal 35% (tlga puluh llmapersen) dan untuk
pemblnaan serta pengawasan 596 (llma persen).

c. Produksl Hasll Penangkapan :

t. 7$olo (tuJuh puluh persen) disetortan ke Kas Daerah;

2. 30o/o (tlga puluh persen) untuk dlnas, yaltu untuk blaya
operasional 2096 (dua puluh persen) dan untuk pemblnaan
serta pengawasan 596 (llma persen).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PEITIGAWASAN

Pasal 7

(1) Pemblnaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan retrlbusl
usaha perikanan, dilakukan oleh Dlnas Pslkanan dan
Peternakan, Dinas Pendapatan Daerah dan Penyldlk
Pegawal Negerl Slpil (PPNS).

(2) Pengawasan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1),
mellpuU :

a. pemblnaan dan penyuluhan terhadap para petanl dan
nelayan;

b. melakukan blmblngan terhadap para pemegang Uln
dalam msnanfaatkan potensl;

c. melaksanakan pemantauan dan evaluasl pelaksanaan
ketentuan iJln;

d. memberlkan petunJuk secara persuaslf dan edukatlf
terhadap para p€megang Uln, dalam memanfaatkan
potensl usaha perlkanan agar selalu memperhatikan
kelestarlan lingkungan dan llngkungan hldup;

e. memecahkan segala perrnasalahan yang tlmbul dengan
berpedoman kepada peraturan puundang-undangan
yang berlaku;

f. melakukan pencegahan atau penanggulangan
pencemaran peralran dan llngkungan melalui llntas
sektorat terkalt.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pelaksanaan pemungutan retrlbusi usaha perlkanan
dllakrrkan oleh dinas-
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Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan lnl, maka Keputusan Bupati
ClanJur Nomor 29 Tahun 2000 tanggal 30 Desember 2000
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten ClanJur
Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retrlbusi Usaha Perlkanan,
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 1O

(1) Bentuk formullr sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan ini, akan ditetapkan kemudian oleh dinas.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenal
teknls pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan
merupakan bagian yang tldak terplsahkan darl
Keputusan lni.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku seJak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan
pengundangan Keputusan lnl dalam penempatannya dalam
Lembaran Daerah.

Dit€tapken di Cianjur
pada tanggal 15 Juli &05
BUPATI CIANJUR

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOilO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 15 Juli m5

LEMBARAN DAERAH
D2.
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IGBUPATEN CIANTUR NOMOR 39 TAHUN ros SERI


